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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

UJI KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memetakan dan mengisi jabatan pada
Kementerian Agama harus melalui uji kompetensi secara
transparan dan akuntabel;

bahwa untuk menyelenggarakan uji kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
pengaturan mengenai uji kompetensi bagi pegawai negeri
sipil Kementerian Agama,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agama tentang Uji Kompetensi Bagi

Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1907);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun
2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG UJI KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama yang
selanjutnya disebut PNS Kementerian Agama adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai pegawai negeri sipil secara tetap oleh
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pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS Kementerian
Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang
dimiliki oleh individu PNS Kementerian Agama berupa
pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaaan tugas jabatannya secara
profesional, efektif, dan efisien.

Uji Kompetensi adalah suatu proses membandingkan
kompetensi yang dimiliki individu PNS Kementerian
Agama dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan
dengan menggunakan alat ukur tertentu.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat
diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin
dan/atau mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat

diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan
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11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk
dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip,
yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan
jabatan.

Metode Asesmen Center adalah metode terstandar yang
dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi
keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan
menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi
berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh
beberapa orang asesor.

Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya
disebut Asesor SDM Aparatur adalah pejabat fungsional
pegawai negeri sipil yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh
untuk melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi,
manajerial, dan sosial kultural di lingkungan instansi
pemerintah.

Asesor Independen adalah asesor yang tidak berstatus
pegawai negeri sipil, memiliki sertifikat asesor kompetensi
manajerial, serta bernaung atau bekerja pada lembaga
penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural.
Profil Kompetensi PNS adalah informasi mengenai

kemampuan PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pasal 2
Uji kompetensi diselenggarakan untuk memperoleh profil
Kompetensi PNS.
Profil Kompetensi PNS sebagaimana dalam ayat (1) paling
sedikit memuat data mengenai:
a. nama;
b. nomor induk pegawai;
C pangkat/golongan;
d. pendidikan;

®

pengalaman jabatan; dan

]

pelatihan kedinasan yang pernah diikuti.

www.peraturan.go.id



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

2020, No.10

Profil Kompetensi PNS sebagaimana dalam ayat (1)
digunakan untuk:
a. memperoleh peta jabatan; dan

b. pengisian jabatan melalui promosi atau mutasi.

BAB II
SASARAN DAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 3
Penyelenggaraan Uji Kompetensi ditujukan bagi PNS
Kementerian Agama yang menduduki:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
b. Jabatan Administrasi; dan
c. Jabatan Fungsional.
Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi madya; dan
b. Jabatan Pimpinan Tinggi pratama.
Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas:
a. jabatan administrator;
b. jabatan pengawas; dan
c. jabatan pelaksana.
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas:
a. Jabatan fungsional guru yang diberi tugas
tambahan sebagai kepala madrasah; dan
b. Jabatan fungsional penghulu yang diberi tugas
tambahan sebagai kepala kantor urusan agama

kecamatan.
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